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Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk mengetahui prospek tax amnesty dalam 
meningkatkan penerimaan pajak dari sudut pandang konsultan pajak. Pengambilan data 
dilakukan dengan metode wawancara dengan konsultan pajak di Palembang. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan dibahas 
dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Hasil penelitian 
mengungkapkan konsultan pajak beranggapan bahwa tax amnesty merupakan program yang 
bermanfaat, baik bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah. Pengampunan Pajak ini ke 
depannya memiliki prospek yang positif dalam meningkatkan penerimaan pajak, baik dalam 
jangka pendek dalam bentuk pembayaran uang tebusan, repatriasi dan deklarasi harta, maupun 
dalam jangka panjang dalam bentuk pembaharuan basis data perpajakan. Terakhir,  dengan 
melakukan analisis SWOT, didapatkan suatu tabel matriks SWOT dimana diberikan saran dan 
masukan agar pelaksanaan tax amnesty dapat dilakukan dengan lebih optimal. 
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Abstract 
The purpose of this study is to find out the prospect of tax amnesty in increasing tax 
revenue from the perspective of tax consultants. Data were collected through a series of 
interviews with tax consultants in Palembang. This study used qualitative approach with 
descriptive method and discussed using SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 
analysis. The result of this study shows tax consultants think that tax amnesty is a beneficial 
program both for tax payers and the government. Tax amnesty in the future has a positive 
prospect in increasing tax revenue in short term in the form of incoming ransom money, 
repatriation, and declaration of asset, and in long term in the form of tax database renewal. 
Lastly, by conducting SWOT analysis, a SWOT matrix table is obtained where advices and 
inputs to optimize the practice of tax amnesty is given. 
 




1.1 Latar Belakang 
Secara umum, pajak dapat didefinisikan sebagai pungutan dari seseorang atau 
suatu badan usaha kepada negara yang bersifat wajib dan dipaksakan dan diatur dalam 
undang-undang, serta tidak mendapat imbalan atau manfaat secara langsung.  
Pajak yang dikumpulkan negara dari rakyat kemudian dialokasikan untuk 
berbagai kebutuhan dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara 
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan negara, karena pajak merupakan 
penyumbang terbesar dari pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk 









Pada praktiknya pencapaian penerimaan pajak dinilai belum maksimal. 
Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 31 desember 2015 
hanya mencapai Rp 1.055 triliun pada tahun 2015 kemarin. Jumlah tersebut 
hanyalah 81,5% dari yang ditargetkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 
Perubahan (APBNP) 2015 yang tercatat sebesar Rp 1.294,25 triliun. 
Walaupun sektor pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap APBN, dalam 
pelaksanaannya masih terjadi beberapa kendala. Indonesia sebagai negara dengan jumlah 
penduduk yang sangat banyak memiliki berbagai permasalahan dalam hal perpajakan, 
antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari masih banyaknya 
wajib pajak yang belum  melaporkan harta dan asetnya di dalam dan luar negeri. 
Banyak faktor yang menyebabkan seorang wajib pajak tidak melaporkan seluruh 
hartanya, antara lain tidak mau membayar pajak terlalu besar, enggan mengkalkulasikan 
total harta dan asetnya, dan tidak mau membayar denda dan tunggakan pajak yang 
terakumulasi selama bertahun-tahun. Ditambah lagi, pemerintah atau pihak manapun 
tidak punya akses informasi atas keseluruhan harta seseorang.  
Memang ada isu bahwa secara global akan diadakan AEOI (Automatic Exchange 
Of Information) atau pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan. 
Dengan dilaksanakannya AEOI di tahun 2018 mendatang, hal tersebut akan disusul 
dengan revisi Undang-Undang perbankan untuk keterbukaan bagi otoritas pajak, sehingga 
wajib pajak tidak dapat menutupi lagi harta dan asetnya. Maka dari pada itu pemerintah 
membuka kesempatan sebelum AEOI dilaksanakan pada tahun 2018 nanti, wajib pajak 
yang belum mendeklarasikan hartanya atau yang tidak melaporkan asetnya pada SPT 
terakhir di tahun 2015 untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). 
Selain itu, pemerintah berinisiatif untuk mengadakan tax amnesty untuk 
memancing dana-dana  milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri untuk 
di repatriasi serta untuk menaikkan respon wajib pajak dan penerimaan pajak. Selaras 
dengan dikeluarkannya kebijakan  tax amnesty, Pemerintah  juga mengeluarkan Undang-
undang no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk menjadi payung hukum dan 
sebagai sandaran bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir karena 
aset-aset yang dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang tersebut. 
Pengampunan pajak (tax amnesty) menurut undang-undang No. 11 Tahun 2016 
adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi 
perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan 
membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada akhirnya, 
diharapkan pengampunan pajak dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan 
wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri 
mau melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada negara. 
Guna menambah informasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan dan 
keikutsertaan dalam program pengampunan pajak, pencarian bantuan ke konsultan pajak 
kerap dilakukan wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial dan memang sangat 
membutuhkan bantuan dalam hal pelaporan SPT atau konsultasi mengenai kebijakan 
pengampunan pajak (tax amnesty) yang baru diterapkan di Indonesia. Dengan hal tersebut 
tentunya konsultan pajak tahu bahwa bagaimana prospek tax amnesty dalam rangka 
meningkatkan penerimaan pajak akan berhasil atau tidak kedepannya jika  dilihat dari 
antusiasnya para wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty. 
Berdasarkan latarbelakang diatas, peneliti menjadikan konsep tersebut sebagai bahan 
penelitian dengan judul “Prospek Tax Amnesty dalam Meningkatkan Penerimaan 











1.2 Rumusan Masalah 
Mengacu pada latar belakang tersebut, didapatkanlah suatu rumusan masalah yang 
akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Prospek Tax Amnesty dalam 
Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Sudut Pandang Konsultan Pajak di Palembang ?” 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Guna menjawab rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui prospek tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sudut 
pandang konsultan pajak di Kota Palembang. 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1  Kepatuhan Wajib Pajak 
“Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010, h.138) 
menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 
dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya”. 
 
2.2  Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 
 “Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016, definisi pengampunan pajak adalah 
penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan 
dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar 
uang tebusan”. 
 
2.3  Konsultan Pajak 
“Pengertian konsultan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 
111/PMK.03/2014 tentang konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi 
perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 
 
2.4 Kerangka Konseptual 
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka 
kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut :
 










3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif yaitu suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif 
kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data 
hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian (Ibrahim , 2015, h.52). Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu  penelitian yang 
dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang 
diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian 
tersebut dilakukan (Ibrahim, 2015, h.59). 
 
3.2 Jenis Data 
Menurut Sanusi (2013, h.223) jenis data dapat di bagi menjadi dua yaitu: 
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti sebagai 
obyek penulisan. 
2. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, 
misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. 
Jenis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Apabila dikelompokkan berdasarkan sumbernya, mayoritas jenis data yang 
disajikan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dimana data tersebut tidak penulis 
peroleh langsung dari sumbernya, melainkan disarikan dari berbagai macam  literatur, 
antara lain media massa, media cetak, media internet, seminar, laporan dari berbagai 
lembaga, dan terutama undang-undang mengenai perpajakan (studi literatur). Data primer 
diperoleh penulis langsung melalui wawancara. 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  teknik 
wawancara  tak terstruktur dan  teknik dokumen. Melalui wawancara secara lisan terhadap 
konsultan pajak di Palembang dan dokumentasi data yang telah ada sebelumnya.  
 
3.4 Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif 
dimana analisis data berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai 
pengumpulan data seperti yang diungkapkan dalam Sugiyono (2013, h.245). Selain itu, 
metode analisis lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT (Strength, 
Weakness, Opportunity, Threat atau Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Tantangan). 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 
Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada 
wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya 
sesuai dengan  peraturan perundang – undangan perpajakan, dijelaskan dalam Peraturan 
Menkeu No. 111/PMK.03/2014. Dalam hal ini konsultan berperan dalam memberikan 
konsultasi dan membantu  wajib pajak yang kesulitan atau memiliki masalah dalam 
pelaporan pajaknya. Seorang konsultan pajak yang resmi harus menjadi anggota dalam 
Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hal ini 
merupakan salah satu syarat untuk menjadi konsultan pajak yang diatur dalam Peraturan 









organisasi Asosiasi konsultan profesi Konsultan Pajak Indonesia yang pertama  dan 
merupakan asosiasi yang mandiri, bersifat kemasyarakatan, dan independen. 
 
4.2  Hasil Penelitian 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitif 
dengan metode deskriptif seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu cara 
kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas 
dari hasil  suatu penelitian di dalam Ibrahim (2015, h.52). 
Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan didasari oleh orang atau perilaku yang 
diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, tidak 
dilakukan proses isolasi pada objek penelitian kedalam variabel atau hipotesis. Tetapi 
memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 
 Berdasarkan teknik analisis data yang telah dikemukakan maka penulis akan 
membahas tahapan-tahapan dari Prospek Pengampunan Pajak di Indonesia yang akan 
dibahas dalam deskripsi penelitian, sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak dari sudut pandang konsultan pajak. 
2.  Sosialisasi pengampunan pajak. 
3. Respon wajib pajak terhadap program pengampunan pajak dari sudut pandang 
konsultan pajak. 
4. Prospek pengampunan pajak dari sudut pandang konsultan pajak. 
Agar hasil penelitian lebih sistematis dan terarah, akan dibagi menjadi dua bagian 
yaitu : 
A. Daftar Informan Kunci 
B. Deskripsi Hasil Penelitian 
 
A. Daftar Informan Kunci  
Tabel 4.2 Daftar Informan Kunci 
No. Nama Konsultan Pajak 
SK Anggota/Ijin Dirtjend 
Pajak 
1 Andreas Budiman, SE, SH, BKP KEP-83/IP.C/PJ/2015 
2 Hokidi, SE, Ak, BKP SI-2563/PJ/2013 
3 




4 Rahmad Basuki, SE, Ak, BKP 1460/PP.IKPI-A/XII/2010 
5 Yohanes Siswandi, SE, BKP KIP-1623/IP.B/PJ/2015 
 
B. Deskripsi Hasil Penelitian 
4.3.1 Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak Dari Sudut Pandang Konsultan 
Pajak 
Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016, definisi pengampunan pajak 
adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 
administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara 
mengungkap harta dan membayar uang tebusan. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan 
mengenai apa itu pengampunan pajak dari sudut pandang konsultan pajak, 
diperoleh hasil yang hampir serupa. Seperti hasil wawancara kepada Bapak 
Andreas sebagai berikut : 
 “Tax Amnesty merupakan program yang ditunggu-tunggu sejak 









dengan adanya tax amnesty administrasi perpajakan dan database 
perpajakan akan lebih valid.” 
Berikut adalah tata cara urutan pelaksanaan tax amnesty seperti yang diatur 
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, yang telah dirangkum oleh penulis 
sebagai berikut : 
1. Langkah pertama, wajib pajak datang ke Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
wajib pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan 
pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat 
Pernyataan (SP).  
2. Langkah kedua, wajib pajak melengkapi segala dokumen-dokumen yang akan 
digunakan yang telah dipaparkan diatas untuk mengajukan pengampunan 
pajak melalui Surat Pernyataan (SP), termasuk membayar uang tebusan dan 
pelunasan segala utang pajak seperti yang tertera dalam lampiran dokumen. 
3. Langkah ketiga, wajib pajak melampikan Surat Pernyataan (SP) ke Kantor 
Pajak Pratama (KPP) terdaftar atau tempat lain yang telah ditentukan Menteri 
Keuangan. 
4. Langkah keempat, wajib pajak mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan 
(SP). 
5. Langkah kelima, menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri 
akan menerbitkan Surat Keterangan (SK) paling lama 10 hari kerja, terhitung 
sejak tanggal diterima Surat Pernyataan (SP) beserta lampirannya.  
Setelah Surat Keterangan (SK) sebagai bukti keikutsertaan dalam 
pengampunan pajak terbit, Surat Keterangan (SK) yang telah ditandatangani 
kanwil tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak.  Jika dalam 10 hari kerja 
menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan 
Surat Keterangan (SK), Surat Pernyataan (SP) yang telah diberikan dianggap 
diterima. Wajib pajak hanya dapat menyampaikan Surat Pernyataan (SP) 
sebanyak 3 kali selama berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak.  
Sejauh ini, dua bulan periode kedua telah berjalan namun belum ada 
peningkatan drastis. Hal ini mungkin dikarenakan sifat bangsa Indonesia yang 
suka mengerjakan sesuatu pada saat-saat terakhir dikarenakan wajib pajak 
menunggu untuk melaporkan pada penutupan akhir periode, seperti yang terjadi 
pada penutupan di periode pertama yang meningkat drastis. Pelaporan pada saat 
last minute merupakan kekurangan dalam pelaksanaan tax amnesty, Maka dari 
pada itu pemerintah seharusnya mengantisipasi pada periode terakhir  ini. Seperti 
yang disampaikan oleh salah satu narasumber dalam penelitian ini Bapak Hokidi : 
 ”...pemerintah hanya perlu mengantisipasi agar pelaporan tidak last 
minute lagi saat penutupan periode selanjutnya.”  
Khusus untuk wajib pajak UMKM belum ada peningkatan peserta 
pengampunan pajak  dikarenakan tarif pengampunan pajak sebesar 0,5% berlaku 
sampai akhir periode ketiga.  Sehingga wajib pajak UMKM tidak terburu-buru 
untuk melaporkan hartanya. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Yohanes 
Siswandi : 
“...Untuk UMKM sendiri belum mengenai sasaran dikarenakan wajib 
pajak masih menunggu pada akhir penutupan  periode. Apalagi 
penutupan periode UMKN diakhir maret 2017 dengan tarif yang sama 
0,5%”. 
Keberhasilan program pengampunan pajak di Indonesia, patut kita rayakan. 
Namun jika dilihat dari sisi lain, keberhasilan ini menunjukkan sisi negatif wajib 
pajak di Indonesia. Dengan banyaknya deklarasi harta yang belum tertuang dalam 









amnesty. Ini membuktikan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Seperti 
yang diungkapkan Bapak Rahmad Basuki : 
“Terbukti dilihat dari jumlah nilai yang diungkap dalam tebusan, 
Indonesia termasuk berhasil. Tapi jika dianalisis dari kepatuhan 
wajib pajak,  Indonesia masih rendah dilihat dari banyaknya wajib 
pajak yang ikut tax amnesty.” 
Pada dasarnya, kebijakan pengampunan pajak ini dikeluarkan pemerintah 
dengan menimbang kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini tidak stabil dan 
memerlukan dana-dana segar untuk pembangunan negara Indonesia dan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset sebagai bentuk dari 
reformasi perpajakan yang menuju sistem berkeadilan dan perluasan basis data 
perpajakan serta  meningkatkan penerimaan pajak baik untuk tahun berjalan 
maupun tahun mendatang, terutama untuk pendanaan pada sektor pembangunan 
infrastruktur yang menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo. Seperti yang 
telah dibahas sebelumnya, porsi terbesar APBN (Anggaran Pendapat dan Belanja 
Negara) berasal dari penerimaan pajak, dimana fakta di lapangan menunjukkan 
jumlah wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak 
penghasilan masih cukup besar. Hal ini senada dengan pendapat salah satu 
narasumber, Bapak Orba Kurniawan :  
“Tujuan utama program tax amnesty untuk meningkatkan 
penerimaan negara, buat kepatuhan wajib pajak, mudah mudahan 
wajib pajak akan patuh.” 
Rendahnya penerimaan pajak yang disebabkan kurangnya kepatuhan wajib 
pajak dalam melaporkan aset dan/atau penghasilannya, membuat pemerintah 
berinisiatif menerapkan tax amnesty guna mendongkrak kepatuhan wajib pajak 
dan pembaharuan basis data pajak, seperti yang disampaikan salah satu 
narasumber dalam penelitian ini Bapak Andreas Budiman : 
“.... Tax amnesty bukan bertujuan untuk mendapatkan lebih 
penerimaan pajak tetapi lebih ke perbaikan basis data administrasi 
perpajakan.” 
Melalui basis data yang terbaru, dimana pemerintah mendapatkan data 
berupa jumlah wajib pajak di Indonesia dan total aset mereka masing-masing, 
diharapkan ke depannya dapat memberikan gambaran dan informasi yang lebih 
tepat guna menyusun target penerimaan pajak ke depannya, serta secara tidak 
langsung mengikat para wajib pajak yang selama ini enggan melaporkan aset 
dan/atau penghasilannya. Selanjutnya, mau tidak mau wajib pajak yang 
sebelumnya tidak melapor diharuskan melapor karena pemerintah sudah 
mempunyai data mereka. Hal ini kurang lebih serupa dengan yang disampaikan 
narasumber penelitian ini, Bapak Hokidi Kho: 
“..., pemerintah tau aset pribadi wajib pajak, dapat digunakan untuk 
pengawasan pajak di tahun mendatang, untuk pembenaran sehingga 
wajib pajak tidak dapat lagi bohong...” 
Pernyataan beliau hampir sama seperti yang disampaikan oleh narasumber 
lainnya, Bapak Andreas Budiman : 
“...wajib pajak kedepannya tidak bisa berbohong lagi karena dipantau 
dengan SPH yg dilaporkan.” 
Apalagi dengan adanya program pertukaran informasi untuk tujuan 
perpajakan yaitu Automatic Exchange Of Information (AEOI) yang akan berlaku 
mulai bulan september tahun 2018 mendatang. Dimana wajib pajak tidak dapat 
lagi menyembunyikan asetnya (dimana pun) dari otoritas pajak, karena sampai 









Indonesia yang tengah mempersiapkan diri. Mungkin hal itu yang menjadi 
pendorong, antusiasnya wajib pajak di Indonesia dalam ikut serta program 
pengampunan pajak yang membuat sebagai salah satu kekuatan yang mendukung 
keberhasilan program pengampunan pajak.  
Setelah AEOI dilaksanakan, Undang-Undang perbankan akan direvisi 
untuk keterbukaan data bagi perpajakan sehingga transparansi antara wajib pajak 
dan otoritas pajak pun terjalin. Kedua hal ini, merupakan ketakutan sendiri bagi 
wajib pajak yang ada penggelapan dan kecurangan dalam laporan SPTnya.  
 
4.3.2 Penyampaian Sosialisasi Pengampunan Pajak  
Ditjen Pajak meminta dukungan dari konsultan pajak untuk melakukan 
sosialisasi tax amnesty dikarenakan waktu melihat waktu sosialisasi yang singkat 
dengan berjalannya periode tax amnesty. Tanpa bantuan konsultan pajak, Ditjen 
Pajak sadar bahwa sosialisasi tidaklah mudah melihat jumlah wajib pajak 
terdaftar sekitar 26 Juta wajib pajak dalam waktu yang begitu singkat. Memang 
patut disadari yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program tax amnesty 
ini adalah waktu, seperti yang diungkapkan Bapak Orba Kurniawan mengenai 
sosialisasi yang telah dilaksanakan:  
“Kurang maksimal karena waktunya yang terlalu singkat terutama 
untuk UMKM tidak maksimal. Sehingga banyak wajib pajak yang 
belum tau akan tax amnesty, disitulah peran konsultan pajak untuk 
membantu menghimbau wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty.” 
Dengan mengajak konsultan pajak, konsultan pajak dapat menyampaikan 
pentingnya ikut tax amnesty serta bagaimana pelaksanaan tax amnesty sesuai 
dengan peraturan perpajakan ke klien maupun ke masyarakat agar informasi 
dapat disampaikan dengan baik dan tidak ada salah pengertian. Selain itu, 
konsultan pajak juga dapat membantu para wajib pajak yang kesulitan dalam 
melakukan pengisian berkas tax amnesty, proses perhitungan, pembayaran serta 
pelaporan pajak yang dapat diwakilkan oleh konsultan pajak dengan adanya surat 
kuasa dari wajib pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yohanes Siswandi: 
“...Bagi wajib pajak yang kesulitan, konsultan pajak dapat membantu 
wajib pajak dalam perhitungan uang tebusan serta pengisian formulir 
dan mewakilkan pelaporan tax amnesty ke DJP, wajib hanya perlu 
memberikan data-data harta                                                                                                                                                                                                                                  
dan utang yang belum tertera pada SPT terakhir serta melunasi SSP 
(Surat Setoran Pajak). Setelah itu konsultan akan mengkonfirmasikan 
ke KPP dan akan dikeluarkan Surat Keterangan (SK) bahwa wajib 
pajak telah mengikuti tax amnesty yang telah ditandatangani oleh 
kanwil.” 
Selain konsultan pajak, pihak ketiga di luar pemerintah dan wajib pajak 
yang turut merasa bertanggung jawab dan turut ambil bagian menyukseskan 
program tax amnesty. Pihak ketiga tersebut antara lain Bank dan asosiasi 
pengusaha (Kamar Dagang Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, 
dan lain-lain), serta Lembaga Keuangan lainnya. Mereka secara pasif maupun 
aktif memberikan pencerdasan dan penyuluhan kepada wajib pajak serta 
mengajak mereka untuk ikut serta dalam program ini. Seperti yang disampaikan 
oleh Bapak Rahmad Basuki: 
“...Sosialisasi telah melibatkan masyarakat umum, sosial media, 
asosiasi kadin, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), 









Pernyataan Bapak Rahmad Basuki diperkuat dengan artikel yang diliput 
oleh sriwijaya post 11 agustus 2016,  Sosialisasi pengampunan pajak (tax 
amnesty) yang diselenggarakan di Hotel Amaris Palembang atas kerjasama 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Kompas Gramedia Sumsel turut 
didukung oleh DJP, dihadiri oleh Wakil Gubernur Ishak Mekki mewakili 
pemerintah, dua pejabat hukum Kapolda Irjen Pol Djoko Prastowo dan Kajati 
Susdyarto Agus serta Kakanwil Pajak Sumsel Babel Ismiransyah, yang menjadi 
narasumber dalam sosialisasi tersebut.  
 
4.3.3 Respons Wajib Pajak terhadap Program Pengampunan Pajak dari Sudut 
Pandang Konsultan Pajak 
Dari hasil wawancara yang didapatkan penulis, semua informan (konsultan 
pajak) sependapat bahwa respons yang diberikan oleh kliennya positif bagi yang 
masih memiliki kekurangan dalam pelaporan harta pada SPT di tahun 2015 
kebelakang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andreas saat ditanyakan 
bagaimana respon kliennya dengan tax amnesty: 
“Rata-rata klien tetap kami mengikuti tax amnesty karena mereka 
sadar bahwa selama ini masih ada kealphaan dalam pelaporan dan 
pembayaran pajak. Sampai saat ini respon tax amnesty sangat baik, 
tanpa pikir panjang klien kami langsung menyatakan ikut.” 
Salah satu konsultan pajak juga menyatakan bahwa bagi klien yang sudah 
taat dalam pelaporan pajak, respons yang diberikan negatif karena pelaporannya 
sudah baik dan tidak perlu ikut dalam tax amnesty lagi.  Hal ini dinyatakan oleh 
Bapak Hokidi : 
“Responnya ada yang positif ada juga yang negatif. Bagi klien yang ga 
lapor pajak dengan taat sangat semangat dengan adanya tax amnesty 
sedangkan yang sudah taat responnya negatif.” 
 
4.3.4 Prospek Pengampunan Pajak dari Sudut Pandang Konsultan Pajak 
Hampir semua konsultan pajak yang diwawancarai menyatakan hal yang 
serupa apabila menyinggung prospek tax amnesty ke depannya, yaitu di samping 
dalam jangka pendek dapat meningkatkan penerimaan negara dari uang tebusan 
atau denda yang harus dibayarkan wajib pajak yang sebelumnya tidak 
melaporkan aset dan/atau penghasilannya dengan tepat serta mampu 
mengembalikan uang milik warga negara Indonesia yang sebelumnya ada di luar 
negeri ke dalam negeri, dalam jangka panjang tax amnesty diyakini mampu 
membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat 
Jenderal Pajak, membaharui basis data perpajakan. Adapun basis data perpajakan 
tersebut meliputi jumlah wajib pajak serta besar aset dan penghasilan masing-
masing individu. Dengan pembaharuan basis data ini, diharapkan pemerintah 
dapat dengan lebih tepat menyusun APBN serta memaksa wajib pajak lebih patuh 
dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. 
Keberhasilan program tax amnesty pada periode pertama sudah  
membuktikan bahwa pelaksanaan tax amnesty di Indonesia sudah baik dilihat dari 
jumlah deklarasi harta mencapai Rp 3.441 Triliun. Walaupun harta yang 
direpatriasi hanya sebesar Rp 140 Triliun yang masih jauh dari target pencapaian 
repatriasi sebesar Rp 1.000T. Pada penutupan di periode pertama ini,  jumlah 
uang tebusan yang sudah dibayar ke bank berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) 
telah mencapai Rp 90 Triliun. serta penambahan wajib pajak baru sebanyak 
11.920 orang menurut data statistik Ditjen Pajak. Pencapaian ini selanjutnya akan 









penelitian ini masih berjalan tepatnya akhir 30 November 2016 dimana sebulan 
lagi berakhirnya periode kedua pengampunan pajak, belum ada lonjakan wajib 
pajak yang meningkat dalam deklarasi harta. Saat ini per awal desember, jumlah 
deklarasi harta di dalam maupun diluar negeri baru mencapai Rp 3.996 Triliun 
termasuk repatriasi sebesar Rp 143T dengan uang tebusan sebesar Rp 
95,5Triliun. 
 
       Sumber : www.pajak.go.id 
 
Merujuk pada data hasil repatriasi dan deklarasi serta pembaharuan jumlah 
basis data wajib pajak di atas, dimana program tax amnesty sudah berjalan kurang 
lebih setengah jalan, tentu kita dapat optimis. Menilik keberjalanan tax amnesty, 
pemerintah, wajib pajak, maupun pihak-pihak terkait seperti konsultan pajak, 
asosisasi pengusaha, maupun lembaga keuangan (bank) sudah mampu belajar dan 
memperbaiki banyak hal guna menyukseskan program tax amnesty ini. 
Di satu sisi, pemerintah turut aktif mendekati dan mengajak wajib pajak 
(pelaku usaha, pegawai negeri sipil, dan lain-lain) untuk mengikuti program tax 
amnesty ini. Pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan 
Sri Mulyani. kerap turun tangan ambil bagian dalam sosialisasi tax amnesty yang 
diselenggarakan di berbagai kota. Ini menunjukkan betapa besar keseriusan 
pemerintah dalam menyukseskan program ini. 
Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak 
turut serta mengawasi jalannya tax amnesty. Hal ini ditunjukkan dengan 
diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan no. 141 tahun 2016 dan no. 142 
tahun 2016 sebagai lanjutan dan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan yang 
sudah dikeluarkan sebelumnya (no. 118 tahun 2016 dan no. 127 tahun 2016). 
Peraturan Menteri Keuangan ini dikeluarkan sebagai respon atas kendala pada 
praktik pelaksanaan tax amnesty yang terjadi di lapangan. 
Di sisi lain, masyarakat yang sudah melihat besarnya antusiasme dan 
keikutsertaan wajib pajak lain, tentu tidak mau ketinggalan ikut serta dalam 
program ini. Hampir seluruh elemen masyarakat mengikuti program ini, mulai 
dari karyawan swasta, wiraswasta, konglomerat, bahkan sampai pegawai negeri 
sipil di berbagai instansi dan jabatan. Masyarakat menyambut positif program ini 
dan ikut turut ambil bagian dalam perbaikan sistem perekonomian di Indonesia. 
Kedepannya jika program pengampunan pajak ini berhasil akan ada 
peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, peningkatan likuiditas, 
perbaikan nilai tukar rupiah, suku bunga kompetitif dan peningkatan investasi 
dalam negeri. Indonesia akan semakin berkembang menjadi negara yang maju 
dengan adanya sumber-sumber dana investasi yang di investasikan di dalam 
Gambar 4.2 Komposisi Harta berdasarkan SPH yang 















negeri. Kemudian jika dilihat dari segi prospek tax amnesty dalam meningkatkan 
penerimaan pajak yang merupakan topik utama dan tujuan pembahasan penelitian 
ini. Tentunya prospek tax amnesty kedepannya sangat bagus sekali, kepatuhan 
pajak akan meningkat dan kecurangan dalam pelaporan pajak pun berkurang, 
stabilitas ekonomi yang baik serta penerimaan pajak yang meningkat. Seperti 
yang telah di singgung diatas, dengan adanya SPH yang dilaporkan wajib pajak, 
sekarang pemerintah memiliki pebanding untuk menentukan besaran pembayaran 
pajak seorang wajib pajak. Sehingga kedepannya kecurangan dan penggelapan 
pajak pun berkurang karena wajib pajak tidak dapat menutupi informasi asetnya 
lagi. Sama halnya seperti yang disampaikan Bapak Hokidi : 
“Kalo masyarakat memandang dari sisi positif, prospeknya bagus 
sekali bagi pemerintah saat ini maupun saat mendatang. Pemerintah 
dapat melihat dan mengukur potensi wajib pajak. Tinggal masalah 
ekonomi global, jika ekonomi sedang lesu otomatis tidak ada lagi 
omset hal itu mempengaruhi pajak yang dibayar. Kemungkinan sih 
ekonomi global stabil dan bagus kedepannya.”  
 
4.4 Pembahasan  
Pengertian analisis swot menurut Freddy Rangkuti (2009:18) adalah identifikasi 
berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT 
didasarkan pada suatu hubungan atau interaksi antara unsur-unsur faktor internal yaitu 
kekuatan dan kelemahan serta unsur-unsur eksternal yaitu peluang serta ancaman. 
Tujuan dalam analisis SWOT yaitu untuk merincikan faktor kekuatan dan 
kelemahan serta peluang dan tantangan dalam prospek pengampunan pajak sehingga dapat 
diketahui permasalahan yang dihadapi dan bagaimana cara memaksimalkan kekuatan serta 
peluang yang dapat diambil untuk mengatasi kelemahan dan  tantangan yang timbul. 
Pembahasan dengan menggunakan analisis SWOT dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 
1. Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) yang merupakan faktor internal yang 
berasal dari pelaksanaan dan penerapan tax amnesty. 
2. Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) yang merupakan faktor eksternal yang 
mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan tax amnesty serta penerimaan pajak 
kedepannya. 
3. Tabel Hasil Matriks Analisis SWOT. 
 
1. Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) 
Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor-faktor internal yang timbul 
dari pelaksanaan dan  penerapan pengampunan pajak (tax amnesty). 
A. Faktor Kekuatan (Strength) 
Beberapa faktor yang timbul ini menjadi kekuatan tersendiri dan keuntungan 
bagi pemerintah untuk mendorong peran ikut serta wajib pajak dalam meningkatkan 
penerimaan pajak, antara lain : 
- Sumber daya manusia yang memadai 
         Untuk melayani jutaan wajib pajak yang tersebar di seluruh provinsi di 
Indonesia, tentu diperlukan tenaga ahli yang memadai dari segi kuantitas dan 
kualitas, baik sebagai petugas di tiap-tiap Kantor Pajak Pratama (KPP) maupun call 
center tax amnesty. Dengan adanya sumber daya manusia tersebut, wajib pajak 
tidak perlu terlalu kesulitan saat membutuhkan pertolongan atau panduan dalam 
mengikuti program tax amnesty. 
- Payung hukum yang jelas 
         Disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak 









Selain Undang-undang tersebut, sudah ditetapkan juga Peraturan Menteri 
Keuangan untuk mengakomodir kendala yang muncul di lapangan. Adanya payung 
hukum yang jelas ini menjadi sinyal keseriusan pemerintah dalam program tax 
amnesty dan bisa memberikan ketenangan bagi wajib pajak. 
- Berhasilnya tax amnesty di beberapa negara 
         Seperti telah disebutkan di atas, sebelum Indonesia, puluhan negara di berbagai 
belahan dunia telah mencoba melaksanakan tax amnesty di negaranya masing-
masing dan sebagian besar dari mereka sukses menjalankannya. Ini menjadi angin 
segar bagi pemerintah dan wajib pajak, bahwa program yang serupa pernah 
berhasil dijalankan di negara lain. 
- Otoritas pajak memiliki basis data aset wajib pajak yang mengikuti tax amnesty 
         Melalui program tax amnesty, otoritas pajak dapat melakukan pembaharuan 
basis data terkait wajib pajak. Ke depannya basis data tersebut dapat dijadikan 
sebagai pembanding dalam pembayaran pajak penghasilan wajib pajak. 
 
B. Faktor Kelemahan (Weakness) 
 Beberapa faktor kelemahan yang timbul sebagai faktor pelambat pencapaian 
tujuan dari pelaksanaan pengampunan pajak, antara lain : 
- Proses pengajuan tax amnesty yang rumit, cukup menyusahkan dan panjang 
           Formulir lampiran-lampiran dan daftar rincian harta dan utang yang masih 
berbentuk tabel (excel). Cara isian seperti ini, walaupun dapat memberikan hasil 
isian yang telah distandardisasi, memiliki potensi menimbulkan kebingungan bagi 
wajib pajak saat melakukan pengisian dan menimbulkan kesalahan pengisian. 
- Sudah pernah dilaksanakan tax amnesty di Indonesia 
           Sebelum diimplementasikan pada tahun 2016 melalui Undang-undang no. 11 
tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, sejatinya di Indonesia tax amnesty sudah 
pernah dilaksanakan sebelumnya, yakni pada tahun 1964 dan melalui program 
sunset policy pada tahun 2008. Kedua program pendahulu tersebut bisa dikatakan 
kurang berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak, mengembalikan aset ke 
dalam negeri (repatriasi), dan memperbaharui basis data perpajakan. Hal ini 
membuat wajib pajak ragu untuk ikut serta dalam tax amnesty di tahun 2016. 
- Di dalam Undang-Undang rancangan tax amnesty tidak dituliskan asal mula harta 
            Pada program tax amnesty kali ini, pemerintah berjanji bahwa aset dan 
penghasilan yang dilaporkan tidak akan digunakan sebagai bahan penyelidikan. 
Hal ini dapat menyebabkan adanya aliran uang haram yang tidak diusut pihak 
berwenang. 
- Penetapan tax amnesty mendadak dan waktu sosialisasi kurang 
           Senada dengan narasumber pada penelitian kali ini, pelaksanaan program tax 
amnesty dinilai mendadak yang berakibat pada kurangnya waktu untuk sosialisasi 
kepada wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan tidak sampai pada semua wajib 
pajak dan akibatnya masih banyak wajib pajak yang belum paham pentingnya ikut 
serta dalam tax amnesty serta bagaimana cara mengikutinya. 
 
2. Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) 
Faktor-faktor peluang dan tantangan merupakan faktor-faktor yang timbul dari 
luar yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tax amnesty dan penerimaan pajak 
kedepannya. 
A. Faktor Peluang (Opportunity) 
Berikut ini beberapa peluang yang timbul yang dapat menjadi prospek yang 
baik dan dimanfaatkan untuk pembangunan negara. 









           Akan dilaksanakannya Automatic Exchange Of Information (AEOI) di 
Indonesia pada tahun 2018 mendatang sebagai hasil kerjasama dengan negara 
tetangga, membuat data-data informasi perbankan yang berada di luar negeri 
nantinya dapat diakses oleh otoritas pajak secara bebas. Hal ini tentunya menjadi 
pertimbangan dan kekhawatiran bagi warna negara Indonesia yang menyimpan 
hartanya di luar negeri. 
- Antusiasnya wajib pajak di Indonesia untuk ikut serta dalam program tax amnesty 
           Masyarakat menyambut positif program pemerintah ini dan jumlah wajib 
pajak yang ikut serta atau hanya sekedar mencari tahu begitu besar. Menurut 
dashboard DJP sampai saat ini 4 Desember 2016, jumlah wajib pajak yang ikut tax 
amnesty dihitung berdasarkan SPH sebanyak 477.516 orang. 
- Jumlah wajib pajak di Indonesia yang banyak 
           Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di 
dunia. Jumlah penduduk yang begitu besar ini merupakan potensi tidak hanya bagi 
besarnya deklarasi dan repatriasi, namun juga bagi pertambahan wajib pajak baru 
yang sebelumnya tidak terdaftar. 
- Adanya dukungan dari pemerintah dan pihak lain 
           Pemerintah melalui lembaga eksekutif yaitu Presiden, Kementerian 
Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Otoritas Jasa Keunangan (OJK), 
Konsultan Pajak dan instansi-instansi terkait lainnya seperti Kamar Dagang 
Indonesia (KADIN), Ikatan Notaris Indonesia, dan lain-lain sepakat bekerjasama 
menyukseskan program tax amnesty ini. 
    Selain itu bank-bank di Indonesia juga menyatakan diri siap menjadi bank 
persepsi atau bank penerima dana repatriasi. 
-   Kondisi ekonomi dan politik Indonesia relatif stabil 
           Menurut artikel pada BBC.com, Badan Pusat Statistik mencatat kuartal kedua 
tahun 2016 ini ekonomi Indonesia tumbuh 5,18%. Hasil ini di atas prediksi 
sebelumnya sebesar 5% serta pertumbuhan kuartal pertama tahun 2016 ini sebesar 
4,92%. Hasil positif ini juga diiringi keoptimisan bahwa di tahun yang akan datang 
ekonomi Indonesia juga tetap tumbuh dengan signifikan. 
           Selain di sisi ekonomi, pada sisi politik Indonesia juga bisa dibilang relatif 
staabil. Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah berjalan kurang lebih dua 
tahun relatif tanpa isu yang berarti. Partai politik yang semula berada di luar 
pemerintahan perlahan-lahan satu per satu mulai mendukung pemerintahan 
berjalan. 
           Kondisi yang stabil pada aspek ekonomi dan politik ini memberikan angin 
segar bagi pelaku ekonomi, investor, maupun wajib pajak itu sendiri bahwa mereka 
bisa mempercayakan uangnya untuk ditaruh dan diinvestasikan di Indonesia. 
Mereka juga bisa tenang karena percaya bahwa kondisi ekonomi dan peraturan 
yang saat ini ada akan stabil untuk beberapa waktu ke depan. 
 
B. Tantangan (Threat) 
Berikut beberapa faktor ekternal ancaman yang timbul sebagai hambatan 
dalam meningkatkan penerimaan pajak kedepannya. 
- Potensi negara lain menjaga dana milik warga negara Indonesia 
           Seperti telah dibahas sebelumnya, tidak sedikit warga negara Indonesia yang 
menempatkan uangnya di luar negeri untuk berinvestasi dan menghindari pajak. 
Uang ini digunakan oleh negara tersebut untuk membiayai keperluannya sendiri. 
Apabila Indonesia mengajak wajib pajak untuk mengembalikan hartanya ke dalam 
negeri (repatriasi), tentu akan ada upaya dari negara lain dimana uang tersebut 









- Rendahnya kepercayaan terhadap aparat 
            Indonesia masih tergolong negara yang belum bebas dari korupsi, termasuk 
di pemerintahan dan lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sudah ada beberapa 
kali media memberitakan kasus korupsi dan pungutan liar (pungli) di 
pemerintahan, antara lain kasus Gayus Tambunan dan Operasi Tangkap Tangan 
(OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian 
Keuangan. Hal ini bisa memberikan persepsi negatif dan menurunkan kepercayaan 
warga negara terhadap integritas aparat pemerintahan, sehinggu menimbulkan 
keraguan bahwa uang hasil program tax amnesty ini akan diselewengkan. 
- Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia 
           Dilihat dari realisasi penerimaan pajak akhir Mei 2016 yang hanya berjumlah 
26,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, 
membuktikan masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan dan 
membayarkan pajaknya. Tingginya angka wajib pajak yang tidak melaporkan dan 
membayarkan pajak atas aset dan penghasilannya menjadi kekhawatiran sendiri, 
dimana ada kecenderungan untuk lebih berani tidak melaporkan dan ikut tax 
amnesty karena masih banyak orang lain yang juga tidak mengikutinya. 
- Kondisi politik dan ekonomi global yang tidak stabil 
            Meskipun kondisi politik dan ekonomi dalam negeri terbilang stabil, kondisi 
serupa tidak serta-merta dijumpai di luar negeri. Pergolakan kondisi politik dunia 
seperti Brexit, pergantian Presiden Amerika Serikat, dan perang yang terjadi di 
wilayah Timur Tengah, serta pergolakan ekonomi dunia seperti naik turunnya 
harga komoditi dan nilai tukar mata uang asing, merupakan pertimbangan sendiri 
bagi wajib pajak untuk menahan uangnya dan menempatkannya di tempat yang 
dianggapnya aman dibandingkan menginvestasikannya. 
 
3. Tabel Hasil Matriks Analisis SWOT 
Selanjutnya, dengan melihat masing-masing komponen yang telah dirincikan 
diatas, dapat disusun suatu tabel matriks SWOT yang kurang lebih berisi: 
- Strategi SO (Strength – Opportunity) : Memaksimalkan kekuatan (strength) yang 
dimiliki agar bisa memanfaatkan kesempatan (opportunity) yang datang dengan 
optimal. 
- Strategi ST (Strength – Threat) : Menggunakan kekuatan (strength) untuk menghadapi 
tantangan (threat) yang ada agar bisa meminimalisir dampaknya 
- Strategi WO (Weakness – Opportunity) : Menganalisis kelemahan (weakness) yang 
dimiliki, agar jangan sampai menghalangi potensi dari kesempatan (opportunity) yang 
ada 
- Strategi WT (Weakness – Threat) : Melakukan analisis terhadap kelemahan 
(weakness) dan tantangan (threat) yang ada agar dapat meminimalisir risiko dan 
kerugian yang mungkin datang. 
Analisis SWOT beserta tabel matriks Analisis SWOT ini penting untuk 
menyusun langkah-langkah strategis dengan menganalisis faktor internal dan eksternal 
maupun faktor masa kini dan yang akan datang agar pelaksanaan suatu program, dalam 
hal ini tax amnesty dapat berjalan dengan optimal dan memberikan risiko yang 
minimum. 
Tabel 4.3 Hasil Matriks Analisis SWOT 
 Strength 
- Sumber daya manusia 
yang memadai 
- Payung hukum yang 
jelas 
Weakness 
- Proses pengajuan 
berbelit 










- Berhasilnya tax amnesty 
di negara lain 
- Otoritas pajak memiliki 
basis data 
- Tidak dituliskan asal 
mula harta 
- Waktu pelaksanaan dan 
sosialisasi kurang 
Opportunity 
- Automatic Exchange of 
Information (AEOI) 
- Antusiasnya wajib 
pajak di Indonesia 
- Jumlah wajib pajak di 
Indonesia 
- Adanya dukungan dari 
pemerintah dan pihak 
lain 




- Mengerahkan seluruh 
KPP di Indonesia untuk 
aktif menerima dan 
mengajak wajib pajak 
dalam program tax 
amnesty 
- Kerjasama dengan 
pihak ketiga (asosiasi 
pengusaha, bank, 
konsultan pajak) untuk 
memberikan sosialisasi 
dan mengajak wajib 
pajak mengikutitax 
amnesty 
- Mengajak wajib pajak 
mengikuti program tax 
amnesty dengan 
pertimbangan periode 
yang terbatas, kondisi 
ekonomi yang stabil, 









amnesty dan tanggap 
melakukan perbaikan 
Threat 
- Potensi negara lain 






- Rendahnya kepatuhan 
wajib pajak 
- Kondisi politik dan 
ekonomi nasional dan 








- Pemerintah melalui 
pihak yang berwenang 
(kepolisian dan KPK) 
melakukan penegakan 
hukum dengan adil dan 
tegas 
Strategi WT 
- Pemerintah bekerjasama 









Berdasarkan hasil wawancara kepada konsultan pajak dan hasil analisis yang telah 
penulis paparkan mengenai prospek tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan pajak 
dari sudut pandang konsultan pajak, dapat disimpulkan bahwa tax amnesty memiliki 
prospek yang positif  dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia baik dalam 
jangka pendek maupun jangka panjang. Prospek tax amnesty dalam jangka pendek dapat 









pajak atas harta yang belum dilaporkan pada SPT 2015. Prospek tax amnesty dalam jangka 
panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak secara menyeluruh di Indonesia khususnya 
di Palembang dengan cara pembaharuan basis data perpajakan di Indonesia, terutama 





Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat diberikan beberapa saran 
kepada pemerintah yaitu : 
1. Mengerahkan tenaga pemerintah di tiap Kantor Pajak Pratama (KPP) di seluruh 
Indonesia untuk turut aktif mengajak dan menerima wajib pajak yang hendak 
mendaftarkan diri atau mencari tahu terkait tax amnesty. 
2. Bekerjasama dengan pihak ketiga (bank, konsultan pajak, asosiasi pengusaha, dan lain-
lain) untuk bersama-sama melakukan sosialisasi dan mengajak wajib pajak untuk ikut turut 
serta dalam program tax amnesty. 
3. Bekerjasama dengan negara lain untuk turut menyukseskan program tax amnesty di 
Indonesia dengan cara tidak menghalangi dana milik warga negara Indonesia dan dalam 
keterbukaan data perbankan (Automatic Exchange of Information). 
4. Melakukan pengawasan terhadap keberjalanan program tax amnesty di lapangan dan 
tanggap melakukan perbaikan. 
5. Melalui pihak berwenang melakukan penindakan hukum yang adil dan tegas kepada 
pelaku pelanggaran. 
6. Sosialiasi tax amnesty lebih dikhususkan berdasarkan jenis wajib pajak, misalnya 
sosialisasi khusus UMKM saja, jadi peserta yang hadir dikhususkan hanya untuk 
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